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Abstrak

Perlindungan hak usaha pedagang kaki lima merupakan bagian dari jaminan konstitusional
atas hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan
menganalisis implementasi perlindungan hak usaha pedagang kaki lima berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat
dalam perspektif Figh Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori
petlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan konsep Figh Siyasah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 telah
memberikan landasan hukum mengenai penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan
perlindungan terhadap pedagang kaki lima. Implementasi kebijakan tersebut belum berjalan
secara optimal karena masih ditemukan keterbatasan fasilitas, lokasi usaha yang kurang
representatif, pembinaan yang belum berkelanjutan, serta penertiban yang cenderung
mengedepankan pendekatan represif. Kajian dalam perspektif Figh Siyasah menunjukkan
bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip maslahah,
al-'adl, dan syura sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada
kemaslahatan masyarakat. Penguatan kebijakan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan
berorientasi pada perlindungan hak usaha diperlukan agar tujuan pengelolaan pasar rakyat
dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Usaha, Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Pengelolaan Pasar
Rakyat, Figh Siyasab.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip
tersebut mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan
hukum, menjunjung tinggi keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Salah satu bentuk perlindungan yang menjadi tanggung jawab negara adalah
pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Perlindungan tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha pada
sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lima (PKL). Dalam konteks negara
kesejahteraan (welfare state), pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga
berkewajiban menciptakan kebijakan yang mampu menjamin keseimbangan antara
kepentingan umum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang memiliki
kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keberadaan PKL menjadi alternatif mata pencaharian
bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sektor formal. Di sisi lain,
aktivitas PKL sering kali menimbulkan persoalan berkaitan dengan penataan ruang,
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ketertiban umum, kebersihan lingkungan, serta pemanfaatan fasilitas publik. Kondisi tersebut
menyebabkan pemerintah daerah dihadapkan pada dua kepentingan yang harus dijalankan
secara seimbang, yaitu menjaga ketertiban kota sekaligus memberikan perlindungan terhadap
hak usaha masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur penataan PKI harus
dilaksanakan secara proporsional agar tidak mengabaikan hak konstitusional warga negara
untuk bekerja dan berusaha (Ariono & Windiyastuti, 2025).

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 28D ayat
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin kepastian
hukum yang adil bagi setiap warga negara. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap
kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan penataan pedagang kaki lima, harus
memperhatikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Perlindungan hukum
tethadap PKL tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-
undangan, tetapi juga melalui implementasi kebijakan yang memberikan kepastian berusaha,
pembinaan, serta pemberdayaan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penataan PKL tidak
semata-mata berorientasi pada ketertiban umum, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat sebagai dasar hukum dalam
mengatur penyelenggaraan pasar rakyat, termasuk penataan dan perlindungan terhadap
pedagang kaki lima. Peraturan daerah tersebut bertujuan menciptakan pasar yang tertib,
aman, bersih, serta memberikan kepastian dan perlindungan bagi pelaku usaha. Meskipun
demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan
fasilitas pasar, belum meratanya penyediaan lokasi usaha, serta tindakan penertiban yang
memunculkan konflik antara pedagang dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaannya
di lapangan. Kesenjangan tersebut menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui sejauh
mana perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima telah diwujudkan sesuai dengan tujuan
pembentukan peraturan daerah (Puspita et al., 2020).

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat mengatur penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap aktivitas
perdagangan di pasar rakyat. Secara normatif, regulasi tersebut bertujuan menciptakan pasar
yang tertib, aman, bersih, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha,
termasuk pedagang kaki lima. Akan tetapi, implementasi peraturan tersebut belum
sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Keterbatasan jumlah lapak,
fasilitas pasar yang belum memadai, serta lokasi berjualan yang dinilai kurang strategis
mendorong sebagian pedagang memanfaatkan badan jalan dan ruang publik sebagai tempat
berusaha. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi ketertiban umum, tetapi juga memicu
terjadinya konflik antara pedagang dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan penataan pasar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di kawasan Pasar Minggu
Kota Bengkulu, masih ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan di luar area yang telah
disediakan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan daya
tampung pasar serta rendahnya tingkat keterisian lapak yang telah disediakan karena dinilai
kurang mendukung aktivitas perdagangan. Di sisi lain, pemerintah daerah melalui instansi
terkait tetap melaksanakan penertiban sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020. Pelaksanaan penertiban tersebut belum sepenuhnya diikuti
dengan penyediaan solusi yang mampu menjamin keberlangsungan usaha para pedagang.
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Akibatnya, perlindungan terhadap hak usaha pedagang kaki lima masih menjadi persoalan
yang memerlukan perhatian lebih lanjut (Syukra et al., 2022).

Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji penataan pedagang kaki lima dari
perspektif hukum administrasi negara, implementasi kebijakan pemerintah daerah, maupun
efektivitas penegakan peraturan daerah. Sementara itu, kajian yang menghubungkan
implementasi perlindungan hak usaha pedagang kaki lima dengan perspektif Figh Siyasah,
khususnya dalam konteks Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat, masih relatif terbatas. Padahal, Figh Siyasah memberikan landasan
normatif mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan,
dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui setiap kebijakan yang ditetapkan.
Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang penting untuk dikaji
lebih lanjut sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata
negara dan hukum Islam (Ainnurrafik & Cahyani, 2026).

Dalam perspektif Figh Siyasah, pemerintah sebagai #/i/ amri memiliki kewajiban
menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (mwaslahab),
keadilan (al-'adl), dan musyawarah (syura). Kebijakan publik yang ditetapkan tidak hanya
dituntut memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial
dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, perlindungan hak usaha
pedagang kaki lima tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan penegakan
peraturan daerah, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam
memenuhi hak ekonomi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam
Islam. Analisis melalui perspektif Figh Siyasah diharapkan mampu memberikan pemahaman
yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hak usaha pedagang kaki lima
di Kota Bengkulu (Pratama & Indawati, 2025).

Berdasarkan wuraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi
perlindungan hak usaha pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat serta mengkaji kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip Figh Siyasah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum Islam,
sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bengkulu dalam merumuskan
kebijakan yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak usaha
masyarakat (Sari & Ramadhan, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.
Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi perlindungan hak usaha bagi
pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Pasar Rakyat serta menganalisisnya dalam perspektif Figh Siyasah.
Penelitian dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu serta pada
pedagang kaki lima yang menjadi subjek penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh melalui wawancara dengan Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Bengkulu serta pedagang kaki lima di kawasan Pasar Minggu Kota Bengkulu. Data sekunder
diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku,
jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen lain yang berkaitan dengan objek
penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan perlindungan

91


https://ejournal.almusthofa.org/index.php/setara/index

SETARA: JURNAL HUKUM
ISSN: 3090-2851
Volume 3 Nomor 1 Tabun 2026

bttps:/ [ ejonrnal.almusthofa.org/ index.php / setara/ index

hak usaha pedagang kaki lima, observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi faktual di
lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan
Huberman. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan
membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil analisis
diinterpretasikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun
2020, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum, dan prinsip-prinsip Figh Siyasah
untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi perlindungan hak usaha bagi pedagang
kaki lima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hak Usaha Pedagang Kaki Lima Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang
memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta penyerapan tenaga
kerja. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh PKI. menjadi sumber penghidupan bagi
masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal.
Kedudukan tersebut menjadikan PKL sebagai kelompok usaha yang perlu memperoleh
perlindungan hukum agar mampu menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Jaminan
terhadap hak bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak telah diatur dalam Pasal 27
ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak usaha merupakan bagian
dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat (Adicahya, 2017).

Perlindungan hak wusaha bagi pedagang kaki lima di Kota Bengkulu
diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat. Regulasi tersebut mengatur penyediaan lokasi usaha, pembinaan,
pemberdayaan, serta pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar rakyat. Pengaturan
tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya memiliki kewenangan
melakukan penataan dan penertiban, tetapi juga berkewajiban memberikan kepastian hukum
dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima.

Hasil wawancara dengan Ganda Wijaya selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pemerintah daerah
telah melaksanakan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada pedagang kaki
lima melalui kegiatan pendataan, penyediaan lokasi usaha, pembinaan, serta pengawasan
terhadap aktivitas perdagangan. Pendataan dilakukan sebagai dasar penyusunan kebijakan,
sedangkan penyediaan lokasi usaha bertujuan menciptakan ketertiban sekaligus memberikan
kepastian bagi pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya (Nurcahyani, 2020).

Hasil wawancara dengan Suprti selaku pedagang kaki lima menunjukkan bahwa
pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara optimal oleh seluruh
pedagang. Sebagian pedagang menyatakan belum memperoleh lokasi usaha yang sesuai
dengan kebutuhan usahanya, sedangkan lokasi yang telah disediakan dinilai kurang strategis
sehingga memengaruhi pendapatan. Kondisi tersebut mendorong sebagian pedagang tetap
memilih berjualan di bahu jalan atau di luar area pasar yang telah ditentukan (Ganatur, 2020).

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan
Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 telah berjalan sesuai dengan ketentuan
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normatif mengenai penataan dan perlindungan pedagang kaki lima. Pelaksanaan kebijakan
tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan karena masih terdapat
kesenjangan antara pengaturan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Keberhasilan
implementasi suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga
dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan, ketersediaan fasilitas, serta kemampuan
pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima masih memerlukan penguatan agar
tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 dapat
diwujudkan secara optimal (Supriyanto, 2022).

Faktor Penghambat Perlindungan Hak Usaha Pedagang Kaki Lima Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar
Rakyat

Implementasi perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima di Kota Bengkulu
masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Kendala
tersebut berasal dari faktor internal pemerintah maupun faktor eksternal yang berkaitan
dengan kondisi pedagang dan lingkungan pasar. Hambatan tersebut menyebabkan tujuan
petlindungan hukum berupa kepastian usaha, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan
pedagang belum sepenuhnya tercapai (Masduki & Dyanti, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana pasar menjadi salah
satu faktor utama yang menghambat implementasi perlindungan hak usaha pedagang kaki
lima. Jumlah lapak yang tersedia belum mampu menampung seluruh pedagang schingga
masih terdapat pedagang yang berjualan di badan jalan maupun di luar kawasan pasar yang
telah ditetapkan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan pasar belum berjalan secara
optimal dan berpotensi menimbulkan konflik antara pedagang dengan pemerintah daerah.
Ketersediaan fasilitas pendukung yang belum memadai juga memengaruhi kenyamanan
pedagang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Lokasi usaha yang kurang strategis turut menjadi faktor penghambat dalam
pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima. Hasil wawancara dengan pedagang
menunjukkan bahwa lokasi relokasi yang disediakan pemerintah memiliki tingkat kunjungan
konsumen yang lebih rendah dibandingkan lokasi sebelumnya. Kondisi tersebut
menyebabkan sebagian pedagang memilih kembali berjualan di lokasi yang dianggap lebih
ramal meskipun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Pilihan tersebut didasarkan
pada kebutuhan untuk mempertahankan pendapatan sebagai sumber utama penghidupan
keluarga (Putra et al., 2025).

Pelaksanaan pembinaan terhadap pedagang kaki lima juga belum berlangsung secara
optimal. Program pembinaan masih lebih banyak berfokus pada penataan dan penertiban
dibandingkan dengan pengembangan kapasitas usaha pedagang. Pendampingan mengenai
pengelolaan usaha, pemasaran, maupun akses terhadap permodalan masih memerlukan
peningkatan agar tujuan pemberdayaan pedagang dapat tercapai. Perlindungan hak usaha
tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan tempat berjualan, tetapi juga melalui pembinaan
yang mampu meningkatkan kemandirian dan daya saing pelaku usaha (Rosdianti, 2011).

Kesadaran hukum pedagang menjadi faktor lain yang memengaruhi efektivitas
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020. Sebagian pedagang
masih memilih berjualan di lokasi yang dilarang karena mempertimbangkan potensi
keuntungan ekonomi yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan daerah belum sepenuhnya terbentuk. Peningkatan kesadaran
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hukum memerlukan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, edukasi, dan komunikasi yang
berkesinambungan antara pemerintah daerah dan pedagang (Kafrawi & Funna, 2022).

Analisis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan implementasi
Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor
sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor sarana dan prasarana, aparat
penegak hukum, masyarakat, serta budaya hukum. Faktor sarana dan prasarana terlihat dari
keterbatasan fasilitas pasar yang tersedia. Faktor masyarakat tercermin pada masih rendahnya
kepatuhan sebagian pedagang terhadap kebijakan penataan, sedangkan faktor budaya hukum
berkaitan dengan kebiasaan pedagang memilih lokasi usaha berdasarkan potensi ekonomi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hak usaha tidak hanya
bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah dan
masyarakat dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.

Kajian Fiqgh Siyasah terhadap Perlindungan Hak Usaha Pedagang Kaki Lima
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Pasar Rakyat

Figh Siyasah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Pemerintah sebagai #/i/ amri
memiliki kewajiban menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada
petlindungan hak masyarakat, keadilan, serta kesejahteraan umum. Kebijakan publik yang
ditetapkan tidak hanya dituntut memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi juga harus
memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Perlindungan hak usaha bagi pedagang
kaki lima menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan amanah
tersebut. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 merupakan instrumen
hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban pasar sekaligus memberikan kepastian hukum
bagi pelaku usaha (Pulungan, 2017).

Prinsip maslahah menjadi landasan utama dalam menilai pelaksanaan kebijakan
pemerintah. Konsep maslahah menghendaki setiap kebijakan menghasilkan manfaat yang
lebih besar daripada kemudaratan yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penataan pedagang kaki lima telah memberikan manfaat berupa terciptanya ketertiban,
kebersihan, dan keamanan kawasan pasar rakyat. Manfaat tersebut belum sepenuhnya
dirasakan oleh seluruh pedagang karena masih terdapat keterbatasan fasilitas, lokasi usaha
yang kurang strategis, dan pembinaan yang belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan
kebijakan tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan telah diupayakan, tetapi
efektivitasnya masih memerlukan peningkatan agar manfaat dapat dirasakan secara merata
oleh seluruh pedagang.

Prinsip al-'ad/ menempatkan keadilan sebagai dasar dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan perlakuan di hadapan
hukum, tetapi juga sebagai pemberian hak kepada setiap warga negara secara proporsional
sesuai dengan kebutuhannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah
memberikan kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk memperoleh tempat usaha
melalui mekanisme penataan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6
Tahun 2020. Pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan
daya tampung pasar sehingga belum seluruh pedagang memperoleh lokasi usaha yang
memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya
terwujud karena masih terdapat pedagang yang belum memperoleh perlindungan hak usaha
secara optimal (Thalia et al., n.d.).
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Prinsip syura menekankan pentingnya musyawarah dalam penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan publik. Musyawarah menjadi sarana untuk mempertemukan
kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan
lebih partisipatif dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemerintah daerah telah melakukan komunikasi dengan pedagang dalam proses penataan
pasar. Intensitas komunikasi dan pelibatan pedagang dalam pengambilan keputusan masih
perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diterapkan mampu mengakomodasi kebutuhan
pedagang tanpa mengabaikan kepentingan umum. Pelaksanaan prinsip sywra yang lebih
optimal berpotensi mengurangi konflik serta meningkatkan kepatuhan pedagang terhadap
kebijakan pemerintah.

Konsep #/il amri dalam Figh Siyasah menegaskan bahwa pemerintah memiliki
amanah untuk menjalankan kekuasaan secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat. Amanah tersebut tercermin dalam firman Allah Swt. pada Surah
An-Nisa ayat 58-59 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang
berhak dan setiap keputusan hukum dilaksanakan secara adil. Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam
menjalankan amanah tersebut melalui penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
pedagang kaki lima. Pelaksanaan amanah tersebut masih memerlukan penyempurnaan
melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penyediaan fasilitas yang memadai, serta
pemberdayaan pedagang agar tujuan perlindungan hak usaha dapat tercapai secara lebih
optimal (Hawa et al., 2022).

Analisis terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan
hak usaha pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun
2020 pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip Figh Siyasah. Kesesuaian tersebut
terlihat dari adanya upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, melakukan
pembinaan, menyediakan lokasi usaha, serta menjaga ketertiban pasar rakyat. Pelaksanaan
kebijakan masih memerlukan penyempurnaan pada aspek pemerataan fasilitas,
pemberdayaan pedagang, dan penguatan partisipasi masyarakat. Peningkatan kualitas
implementasi tersebut akan memperkuat terwujudnya nilai waslahab, al-'adl, dan syura sebagai
tujuan penyelenggaraan pemerintahan menurut Figh Siyasah (Syakbani, 2018).

KESIMPULAN

Perlindungan hak usaha bagi pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat telah memiliki dasar
hukum yang mengatur penataan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap
pedagang kaki lima sebagai bentuk perlindungan atas keberlangsungan kegiatan usaha.
Implementasi kebijakan tersebut telah diwujudkan melalui pendataan pedagang, penyediaan
lokasi usaha, pembinaan, dan pengawasan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya
optimal akibat keterbatasan sarana dan prasarana, lokasi usaha yang kurang strategis,
pembinaan yang belum berkelanjutan, serta rendahnya kepatuhan sebagian pedagang
terthadap ketentuan yang berlaku. Kajian Figh Siyasah menunjukkan bahwa kebijakan
tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip maslabab, al-'adl, dan syura sebagai
landasan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat,
meskipun implementasinya masith memerlukan penyempurnaan melalui peningkatan kualitas
pelayanan, pemerataan fasilitas usaha, penguatan pembinaan, serta pelibatan pedagang dalam
proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan sehingga perlindungan hak usaha dapat
diwujudkan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.
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